
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01 

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

  

LAMPIRAN 02 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 



 

 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN  

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar 

di Kabupaten Buleleng ? 

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penebangan Liar 

di Kabupaten Buleleng ? 

 

B. Pertanyaan Untuk Narasumber 

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar 

di Kabupaten Buleleng ? 

(Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja 

Kelas 1B, Dinas Kehutanan Bali Barat Kabupaten Buleleng) 

a. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang di terapkan di 

Kabupaten Buleleng terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana penebangan liar ? apakah terdapat kendala terhadap aturan tersebut 

? 

b. Bagaimana bentuk penegakan hukum dalam upaya penanganan terkait 

kasus tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng ? 

c. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penebangan liar di Kabupaten Buleleng ? 



 

 

 
 

d. Siapakah pihak yang berwenang dalam menangani pelaku tindak pidana 

penebangan liar di Kabupaten Buleleng ? apakah ada divisi khusus dalam 

menangani perkara tersebut ? 

e. Apa pengaruh dari pihak-pihak tersebut dalam penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng ? 

f. Selain para pihak tersebut, adakah faktor lain yang mempengaruhi 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di 

Kabupaten Buleleng ? 

g. Apa pengaruh faktor tersebut dalam proses penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng ? 

1. Apa faktor hambatan yang dialami oleh setiap instansi terkait proses 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di 

Kabupaten Buleleng ? 

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penebangan Liar 

di Kabupaten Buleleng ? 

(Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja 

Kelas 1B, Dinas Kehutanan Bali Barat Kabupaten Buleleng) 

a. Apa saja upaya yang pernah di lakukan oleh setiap instansi terkait 

penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten 

Buleleng ? 

b. Bagaimana upaya Pre-emptive (pembinaan) yang dilakukan instansi yang 

berkaitan dalam menangani masalah tindak pidana penebangan liar ? 

c. Bagaimana upaya Preventif (pencegahan) yang dilakukan instansi yang 

berkaitan dalam menangani masalah tindak pidana penebangan liar ? 

d. Bagaimana upaya Represif (penindakan) yang dilakukan instansi yang 

berkaitan dalam menangani masalah tindak pidana penebangan liar ? 



 

 

 
 

  

LAMPIRAN 03 

DATA INFORMASI PENELITIAN 



 

 

 
 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

A. DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 

(KPH) BALI UTARA 

1. NAMA                        : I Wayan Suniawan, S.P. 

PANGKAT                 : - 

PEKERJAAN             : Dinas Kehutanan  

JABATAN : Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS) dan Pemerdayaan Masyarakat  

2. NAMA                       : Putu Hedi Harimbawan 

PANGKAT                : - 

PEKERJAAN            : Polisi Hutan  

JABATAN                 : Anggota Fungsional Polisi Hutan  

B. KEPOLISAN RESOR BULELENG 

1. NAMA                       : I Ketut Sutarman 

PANGKAT                : IPDA 

PEKERJAAN            : Polisi 

JABATAN                 : Kepala Unit II Tindak Pidana Tertentu dan Harta 

Benda 

2. NAMA                       : I Putu Parwika, S.H. 

PANGKAT                : BRIPKA 

PEKERJAAN            : Polisi 

JABATAN                 : Anggota Penyidik Unit II Tindak Pidana Tertentu dan 

Harta Benda 



 

 

 
 

C. KEJAKSAAN NEGERI BULELENG 

1. NAMA                       : I Made Heri Permana Putra, S.H. 

PANGKAT                : Ajun Jaksa 

PEKERJAAN            : Jaksa 

JABATAN                 : Kasubsi Pratut Tindak Pidana Umum  

D. PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B 

1. NAMA                       : I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. 

PANGKAT                : Hakim Pratama Utama 

PEKERJAAN            : Hakim 

JABATAN                 : Hakim/Humas Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B  



 

 

 
 

  

LAMPIRAN 04 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 



 

 

 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN  

DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) 

BALI UTARA 

 

 

Wawancara dengan Bapak I Wayan Suniawan, S.P.Selaku Kepala Seksi 

Perlindungan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemerdayaan 

Masyarakat. Selain itu adapun dengan Bapak Putu Hedi Harimbawan selaku anggota 

fungsional Polisi Hutan di Dinas Kehutanan. 



 

 

 
 

KEPOLISAN RESOR BULELENG 

 

Wawancara dengan Bapak I Ketut Sutarman, selaku Kepala Unit II Tindak 

Pidana Tertentu dan Harta Benda dan Bapak I Putu Parwika, S.H. selaku Anggota 

Penyidik Unit II Tindak Pidana Tertentu dan Harta Benda. 

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG 

 

Wawancara dengan Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H., selaku Kasubsi 

Pratut Tindak Pidana Umum. 

LAMPIRAN 04 

DOKUMENTASI PENELITIAN 



 

 

 
 

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

 

Wawancara dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., selaku 

Hakim/Humas Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


